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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1 Kewenangan Pengadilan Negeri dan Arbitrase dalam Undang -   

Undang  Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa secara kontekstual tidak ada ketidakjelasan 

hukum, namun dalam praktek menimbulkan penafsiran yang berbeda-

beda, dan juga ada hukum acara yang tidak lengkap yaitu apakah 

Klausula Abitrase boleh mengesampingkan Pasal dalam Undang – 

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa.  

2 Politik hukum dalam menanggulangi/mangantisipasi beberapa hal yang 

belum diatur  dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Dalam Pasal 9 

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur tentang Perjanjian 

Arbitrase/Klausula Arbitrase dapat mengesampingkan Pasal dalam 

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan tetapi Perjanjian 

Arbitrase/Klausula Arbitrase tidak boleh mengesampingkan Pasal 

Esensial, dan Pasal Esensial yaitu Pasal 3,5,7,9,11,70,71,72 Undang – 

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, dan Pasal 11 tentang sanksi/akibat bagi para 
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pihak yang tidak beritikad baik selama berjalannya arbitrase sampai 

putusan arbitrase dan eksekusi putusan arbitrase. 

B. Saran 

1 Para pihak harus beritikad baik selama berjalannya arbitrase sampai 

putusan arbitrase dan eksekusi putusan arbitrase supaya terjaminnya 

Kepastian Hukum. 

2 Mengamandemen/mengubah Pasal 9 dan Pasal 11 Undang – Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa untuk menanggulangi Penafsiran – penafsiran dan kelemahan 

arbitrase itu sendiri.  
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